
PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR t%r t.t I t\Ltb lKep-DPRD 19 I 2023

TENTANG

PERSEIUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

a bahwa sehubungan dengan perkembangan yang belum
sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan
yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi,
antara kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun
Anggaran 2023, maka perlu menJrusun Perubahan
Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran2023;

b. bahwa berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan
bahwa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk
mendapatkan persetujuan bersama, yang dilakukan
melalui tingkat pembicaraan ;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 telah
disetujui bersama antara DPRD Kota Medan dengan
Pemerintah Kota Medan pada Rapat Paripurna DPRD
Kota Medan tanggal 19 September 2O23;

d. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan
Keputusan DPRD Kota Medan tentang Persetqjuan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

c

Menimbang



Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42861 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02
Tahun 202O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2Ol9 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undalg-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44OO);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O 1 1 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ter,tar.g
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2Oll tentang Pembentukan Peraturan perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali teral<hir dengan Undang-
Undang Nomor 02 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2Ol9 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2O 14 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan [,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah,an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O22 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

I I . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O6, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 59,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaharr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2
Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor
157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 ^fahun 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Peiaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
178t);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
tanggal 29 Agustus 2O23;

2. Rapat Paripurna tentang Penyampaian Laporan Hasil
Pembahasan P.APBD, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota
Medan dan Penandalanganan f Pengambilan Keputusan
DPRD Kota Medan sekaligus Persetujuan Bersama DPRD
Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota
Medan tentang P.APBD Kota Medan Tahun Anggaran
2023 tanggal 19 September 2023.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Medan Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota
Medan, dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH
Sebesar Rp7.296.157.352.009,00 (tujuh triliun dua ratus
sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta
Liga ratus lima puluh dua ribu sembilan Rupiah);

2. BELANJADAERAH
Sebesar Rp7.844.7O2.182.572,OO (tujuh triliun delapan
ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus dua juta
seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh
dua Rupiah); dan

3. PEMBIAYAAN
Sebesar Rp548.544.830.563,0O (lima ratus empat puluh
delapan miliar lima ratus empat puluh empat juta delapan
ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh tiga Rupiah).

Dokumen lampiran Keputusan tentang Persetujuan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun
Anggaran 2023, merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA



KBTIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 19 September 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,

HASYIM, S.E.

Wakil Ketua, Wakil Ketua, Ketua,

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M. H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I. H BAHRUMSYAH, S.H., M.H.

Tembusan:
Wali Kota Medan;
Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.
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